Nomor :

LEMBARAN 'DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH '

TAHUN 1980 . . . oo
5. T e 1;1~<.SERI1.;5;’_DT’ No. 5.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH lSTIMEWA ACEH

NOMOR i & TAHUN.1979..

"‘)TENTANG

SUSUNAN ORGANiSASi DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN

FROPINS*I DAERAH IST]MEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang ¢t

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaen tugas Dinas Kehu-

1.
tanan Propinsi Deerah istimewa Aceh, secara berdaya guna
dan berhasil gung, moka perlu menyesvaikan susuncn
. Qrganisasi dan:Tata Kerjo Dinas dengan surat Keputusan
Menteri Dalam Megeri Nomor 363 Tahun 1977,
2, Bohwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Pera-
furan qurah. o
Mengingat 5 . .
1. Undang- Undang Nomor 24 Tnhun 1956
2. Undang-Undang Nomor™ 5 Tohun 1967;
3. Undang-Undang-Nomor 5 Tahun' 1974 ;
‘4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun’ 1957
“5. ‘ Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 14 Tchun 1974
yo Nomer 11 Tahun 1975; = -
6. Keputusan Menlteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerch Istimewa Aceh Nomor

12871973 tonggal 2 Juli 1973 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilon Rakyat Daerah Pro-
pinsi Dazrah Istimewa Acch.
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| LD. No. 5.
CMEMUTUSKAN,

Menercpkun f":
‘ PERATUPAN DAERAH PROF‘]NSI DAERAH IST!MEWA ACEH TEN-

4 TANG - SUSUNAN -ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KE.
_HUTANAN PROPINS| DAERAH ISTIMEWA. ACEH :

 BAB.—1. )
KETENTUAN umum

- quul — 1.

chg dlmaksud daIcm Peraturun Dc:ercxh ini dengan

concoBaerahnt e i gddlghy Prepinsi’ Deerch ' lstimews

Acehs
b. Pemerintoh Daerah " i+ adalah Pemerintah Propinsi Dae-

~rah Istimewa Aceh.

¢. Gubernur Kepu!a‘.baéfqﬁ :\edalah Gubernur Kepala Daerah
- Istimewa Aceh.

d. Dinas -, 4, .odalah Dinas Kehutanan Prepinsi
~ Daerah Istimewa Aceh.
e. Kepala Dinas v 7 0 g adalali Kenala Dinds Kehutenan
Propms: Duerah Istimewa Aceh,
f. Caboung Dinas’ " : adolah Cabang-eabang Dinas Ke.
- hutanan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh, _ _ B
g- Unit-Pelaksana Tehnis ;' adalah unsur penunjang pelaksa-

na dari sebahagian tugas Dinas.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pusa! — 2 ,
Dinas mempunyai tugas me!ak=unqkan sebugmn vrusan rumah
tangga Duerah dqlam bldung Kehufunan
B - SN SUURIAE Pusal —g,

(1. Dinas melcksunakan tugas-tugas pekok yuhg_‘mémpuﬁyui fungsi
sebagal berikut :
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L.D. No. 5.

Menyelengi:_;qi‘dl;'uh‘ I&"ég:'i.utiari péird:in‘ﬁéun kebijaksanaan teh-
nis, pember:un bimbingan dan pengawasan serta pembe-
rian perizinan dibidang kehutanan sesuai dengan kebijok-

- sanaan umum yang ditetapkan oléeh Gubernur Kepala Dae-

b.

- “rah, berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Menye!enggarakun *penge\loﬂaqn atas hak milik’ Pemermfah
Daerch dan atau Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

¢. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tehnis dibidang Ke-

d.

AT

hutanan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pengawasan
atas pelaksanaan tugos dibidang Kehutanan berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dae-
rc:h dan Peru'?uran Perundangan ycng berlaku:

o et

(2) Tugqs fugus lain. yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerch,

_BAB. — L
 SUSUNAN ORGANISASE.

Pascl — 4

“Sisunan’ Orgamsas: Dinas terdiri dari

_a. Unsur lepmcm adalah’ Kepala Dinas.
' b.. Unsur Pembantu. Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
¢. Unsur Pelaksang adalah Sub Dinas — Sub Dinas, o

Pasal — 5.

(1) Buglun Tq?a Usaiha terdnr: dcm :

:'a.

'Sub Bag:an Umum,

— Urusan arsip dan expeadisi.

— Urusan surat mienyurdt/tikkery.
~ Urusan ‘rapat, dan “pertemuan.
- Urusan rumech 'rc:nuga.

Sub Bogian Kepeguwman

— Urusdn pengelo!c:han kepegawcuan

— Urusan Administrasi kepegowaian.

— Urusan Perjalanan_Dinas.dan Kesejahternan Pegawal.
— Urusan Gaji. _

=—.Urvsan Pendidikan dan l.cmhan. N



Sub Bagian Keuvangan,

— Urusan Angraran. :
— Urusan Perbendaharaan.
— Urusan Pembukuan, :
— Urusan Administrasi Keuzngan.

Sub Buagian Perlenokopan.

~— Urosan Penaadadan.

— Urusan Penyimpanan/Pemeliharaan,
=— Urusan Kendergan.

~= Urusan Perlengkapan.

Sub Bagian Efisiensi & Tate Laksana,
— Urusan Penyuluhan.

— Urusan Perpusiakaan. :

— Urusan Hubungan Masyarakat.

(2). Sub Dinas « Sub, Dinas terdiri dari :

a.

Dinas terdiri dari ;

a. Kantor Pusat y
Istimewa Aczeh,

Sub Dinas Bina Program. :
— Seksi Rencana: Karya. _

. — Seksi Kawasan Hutan.

—- Seksi Ukur dan Peia.

Sub Dinas Produksi .

— Seksi Sarana Tenaga Teknis.
~ Seksi Produksi.

— Seks! Pemungutan Hasil Hutan.

Sub Dinas Usaha Tani,

~— Seksi Pengujian Hasil Huign.

— SeksiuIaformasi Pasar.

— Saksi pungutan luran,

Sub Dines Pembinaan Hutan :

— Seksi Perlindungan Hutan, .
— Seksi Pambibitan & Reboisusi/Rehabilitasi,
— Seksi Anecka Gung Hutan. :

Sub Dinas Keamanan & Penyuluhan,
— Seksi Perundang-undangan.

— Seksi Informasi Kehutanan.

— Seksi Polisi Khusus Kehutanan.

Pasal — 6,

— 4} —
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L.D. No. 5.

b. Kantor Cabang, yang mempunyal wilayah kerja terfentu dan
Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan.
¢. Unit pelaksana tehnis, pada Cabang-cabang Dinas.

Pasel — 7.

Struktur Brganisasi Dinas don Cabang Dinas éeperﬁ-t_erlqmp':r
pada Peraturen Daerah ini.

Pﬁwl—ﬁ

Susunan Crganisasi chbang Dmus R g

{'I) Cabang Dinas terdiri dari ¢

a. Unsur Pimpinan Kepola Cabong Dings,
b. Unsur Pembantu Pimpinan Sub Bagian Tots Usaha:
¢. Unsur Pelaksana Seksi- seksi.

(2). Sub Bagion Tota Usaha terdiri. dqri :

Urusan Umum.

Urusan Kepegawaian.

Urusan Keuangarn.

Urusan Perlengkcpcn dan Perbekalan,’
Urusan Perpustakaan don Humas.

®oo0To

(3). Seksi-seksi terdiri dari :

a. Seksi“Perenconaan dan Pengawasan.
——Sub Seksi Kawasan Hutan.
22.Sub Seksi Data dan Laporan.

—- Sub Seksi Pengeduhun

b, Seksi Pemasaran,

— Sub Seksi Pengukuran & Penguiian.
— Sub Seksi Peredaran Hesil Hutan,
— Sub Seksi Purigutan furan hasil hutan,

e, Seksi Pemunfaatan dan Pembinaan Hutan :
— Sub Seksi tenaga kerjo dan Peralatan.
- Sub Seksi Produksi.

— Sub Seksi Perdindungan dan Pemeliharaan Hutan.

(4). Unit Peloksana tehnis Dinas terdiri dari

_a. | Gabungan Polisi Khusus Kehutanan, -
b. Bagian Kesatuon Pemangkuan Hutan.

— AT e
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L.D. No. 5,
BAB, — IV,
TATA KERJA.

Pasel — 9,

Tugas Kepala Dinas adalah -

Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang Tugasnya.

Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan
semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksa-
naannya- kepada Gubernur Kepala Daerah.

Merencanaken Program kerja Dinas dulum usaha. mencapai

_terlakeananyg. tugas Dinos.

Meloksanakan prinsip koordinasi, integrasi, smkror:isusr dan
simplifikasi baik delam lingkungen Dmas muupun dengan Instan-
si-Instansi lain,

Melaksanakan tugas-tugas lain yang d:benkan oleh ‘Gubernur
Kepala Daerch. ' :

Memberikan saran-saran dan_atgv pertimbangan-pertimbangan
kepada Gubernur Kepala Dderah tentang tindakan-tindakan

yang perlu diombil dibidang tugasnya.

(n.

Posal ~— 10. .
Tugaus Kepala\Bagian Tata Usaha.

a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
b. Memimpin selurvh kegiaten dalam lingkungan tugasnya.

" ¢ Menyelenggarakan pembinaan Administrasi dan penguru-

“'san rumah tangga Dings:

d. Meloksanakan kegiatan administrasi, Kepegawaian, Keu-
angan, Perlengkapan, & Perbekalan, Penyuluhan, Perpus-
tekaan, dan Hubungan Musyarakur

e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub-Sub Dinas
dan Cabang-Cabang Dinas dalam lingkungan Dinas,

f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertim.

~ bangan kepada Kepala Dinas tentang  tindakan-tindakan

- yang perlu diambil dibidang tugasnya.
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- LD. No. 5.

(2). Tugas Kepala Sub Dinas-Bina Program adalah :

d.
b.

c.

d.

Membantu Kepala Dings dibidang tvgasnya.

Memimpin selurvh kegiatan' dibidang tugasnya.
Menyelenggarakan pengumpu[an data dan penyusunan
statistik,

Mempersiapkan rencana-rencana Dinas dan membantuy pe-

* laksanaan Pengukuran ‘dan pemetaan.

Memberikan rekomenddsi dan data untuk pena?uan hutan

‘dan. pemancangan batas kawasan hutan.

HMenyelenggarakan irventarisast hutan, mengevaluasi pro-
gram’ kegiatan Dinag ddn menyusun laporan.
Memberikan Pedoman ahunan Cabang Dinas dan Menye-
lenggorakan urusan renéqna kerja hak pengusahaan hutan.

‘Memberikan saran-saran’ dan atau pertimbangan-pertimba-

ng tindakans hndukun ynng per!u

ngan kepada Dinas .8

' "'dlcmbll dlbxdang tugctsnyu

.(.3). Tugas Kenula Sub Dmus Produksi udc:lah

YR
b,

Cc.

Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

Memimpin selurvh kegiatan dibidang tugasnya.
Menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan terha-
dap pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengusqhaan hu-
tan dan pungutan=hasil hutan.

Mengadakan_pengawasan dan pembmacm ierhqdup pelak-
sanaan kegiatan punguian hasil hutan serta pengadaan

© sarang.dan prasardna. -

Mengadakan pengawasan dan pengafuran pengadaen ba-
han.mentah uniuk industri pengolahan hasil hutan, pembi-
ndgen serta usoha-usaha pengembangannya,

Menyelenggarakan pengeloladn proyek proyek mdustrl per-

kayvan milik:Negara.
. ..Memberikan saran-saran: dan atauy perhmbangqn pertimba-

ngan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang
perlu diambil dibidang tugasnya.

(4). Tugas Kepald Sub Dinas Usakid Tani adalah :

§-3
""b

d.

Membantu Kepale Dinas dibidang tugasnya.

“Memimpin. selurvh kegiatan dibidang tugdsnya.

. Mengawasi kelancaran perdagangan hasil hutan dan mem-
“buat analisa pemasaran hasil hufqn rbmk dadu[am maupun
di luar Negeri.

Mengawasi pelaksanaan kelancaran masalab pengukuran
dan pengujion kayu.
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e,

f.

. g.

'Cl.

(6).

a.
. ngan. kepada. Kepala Dinas tentang .tindakan-tindakan

L.D. No. 5.

Mengkoordinir dan mengawasi kelancaran penerimaan
iuran serfu bigya pengukuran dan pengujian.
Mengkoordinir pengadaan seria penyebaran tenagu dan
~ alat pengukuran/pengujian hasil hutan,

Memberikan saran-saran dan dtau pertimbangan- per’ﬂmba-
figan kepada Kepala Dinas tentang tindakan- tmdakun yang
perlu diambil d:bldang tugasnya.

(5) Tuguas Kepula Sub Dinas Pembinaan Hutan udalah;

“Membantu Kepala Dinas dibldang tugasnya.

. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.

Pengarahan pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang
.pengadaan ‘bibit dan persemaian, .

Pengarahan pembinaan dan. pengawasan keg:amn rebox-

‘stsi dan rehabilitas), pencegahan erosi_dan banjir, pembe-

rantes.n alang-alang serta pengendahun perladangan liar,
“pemukiman dan pénghijavan.

. Pengarahan, pembinaan  dan<pengawasan keglcn‘cm dibi-
dara perlindungan dan kelestarian hutan serta pemudaan

.. doin pengemkangon ancka guna.
.. Memberikan so-or-car@n dan atau. perhmbungcm kepcdc

Kepala Dinas tentang” tindoken-tindakan .yang perlu i
yumbd dibidang tugcsnya

Tuges Kepala $6b*Dinas Keamanan & Penyuluhan adalah :

a,

Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

Memimpin seluruvh kegiafan dibidang tugasnya.
Menghimpun data-data’ yang menyangkut masalah per-
sengketaan permasalohan Kehutanan Umum.

Menylmpan, menginventarisasi dan menngam pemakaian
senjata api palu tok dan tanda legalitas yang diperlukaii.

Mengurus dan menyelesmkan perizinan tenaga kerja warga
Asing pendatang.

Mengkoerdinir kegiatan-kegiatan polisi khusus Kehutanan/
pétugas-keamanan hutan dan menghimpun Peraturan-pera-
ran Per:Undang-Undangan ycmg berhubungun dengan ma-
salah Kehutanan.

Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimba-

- yang -perlu diombil -dibidang tugasnya.
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B LD. Ne. 3.
poem s oo Pasal L

AN, Tugeas -Ke_wpc*.r-ld_-.Cdbqng Di_nus' .uda_lah-;..

a. Membantyu’ Kepala Dinas dibideng tugasnya.
b Memimpin ‘seluruh kegiatan ‘dibidang tugasnya.
- .. Melaksanakan segala tugas. dan wewenang dlnas dalam
wilayah kerjanya.-
d. Mengadakan hubungon ker|u sama dengan Cabong- Co-
banig *Dings lainnye: dolam lingkungan Dinas,:
e. Memberikan saran-saran dan atau Pertimbangan- perhrnbu-
ngon kepuda Kepala Dinas tentang tindakan- hndukcm yang
perl~u d:ambn! dlbudcmg tugasnyu

(2) Tugas Kepclo Um? Pelaksunuan Tehms Dlnas adaluh

‘e, Membanty Kepala Cabcmg Dmas dalam bidang fugusnya.
b Memirnpm seluruh kegiaton dulum bidang tugasnya.
- e, Melaksanakan tugaes dan wewenung Cubang Dinas dalam
unit kerjanva,
" d. Mengadakan hubungan kerla sama. dengan unit-unit pe-
# " laksana tehnis lainnya' dalam lingkungan Dinas.
e. Memberikan saran-saran don atav pertimbangan-pertim-
..+ bangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang “tindakan-
* . tindakan - yang : perlu dlﬂ!mbli dlbldang tugasnya.

BAB V.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. KEPALA DINAS.

. Pasal 12; '

.. Kepala Dmus quruh dldngkuf dan. dlberhenhkan oleh Guber-
?l;Q'ijepqla Dueruh : . W

Pasal 13.

("I)_'."‘Perangkapqn'[qbarcm Kepala Dinas oleh Kepa!u Instansi

.. VYertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Guber-
" nur Kepala Daerah dan Menteri Pertanian Cq Ditjen: Kehu-
- tanen, .

(i‘J,-',Dc:‘Iam hal Kepula Dinas - fldak dapait menlulankan tugusnyu
karena berhalangan, maoka Kepala :BDinas menunjuk-salah se.

Y'Y S—



L.D. No. 5

otang diantara Kepala™ Sub. Dinas: yang tertva dan tertinggi
pungkutnyu vntuk mewakili Kepala Dinas, dengan perset’u-
jvan Gubernur Kepeala Daerah. .
BAB VL R
: KETENTUAN PERAL!HAN BRI
Pasal 14.:- ' o

~ Dengen berlakunya Peraturan Daerah ini, ‘maka segala ke-
tentuan yang mengatur tentong susunan :Organisasi dan Tata Ker-
ja Dinas yang dnkeluurkan sebelumnya dmyu‘ruka»n hdctk berlaky
-Iagl

" BAB. — VII.
CPENUTUR
Pasal — 15.

Hal-ha! yang belum diatur dalam{Peraturan:Daerch ini; akan
diatur dengan Surat Keputusan Gukernur Kepala Daerah sepun-
jang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal — 16.

(1). Perafiran Daeruh ini ‘disebut ““Peraturan Daerah Propinsi
Dagrah Istimewa Acel tentang Susuncn Orgonisasi dan Tata

7 Keria Dinas Kelivianan Propinsi’ Daerah Istimewa Aceh”.

@. Peraturan Daerq.h Al mulai berlaky pada tanggal divndangkan

" 'dalam Llembardn Daerch Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN.RAKYAT DAERAH
PROPINS! DAERAH ISTIMEWA ACEH, Banda Aceh, 25 Nopember 1979.

KETUA, ' 'GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,
— ACHMAD AMINS —

Piundangkan dalam Lembaran Daerah

— PROP. A. MADJID IBRARIM —~

Propinsi Daerah lIstimewa Aceh Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Men-
2 LT T . R ieri Dalam Negeri dengan surat keputusannya
tanggal 29 — 4 — 1980, Nemor 061.341.21-139 tgl. 12 April 1980,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

MUHAMAD HASAN BASRY —
Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604,

o J—. 47 S——
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SRR LD. No. 5.
PENJELASAN:

f.Umum

1. Bohwa Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
telah terbentuk dengan surat keputusan Dewan Pemerintah
Daerah Peralihan Propinsi Aceh No. 21/DPD/1958 tanggal!
1 Juli 1958 (Tambahan lembaran Daerah Istimewa Acch
Nomor 20 Tahun 1960).

- 2. Bahwa untuk melaksanakan surdt keputusan Menteri Da-
lam Negeri Nomor- 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember
1977 tentang Susunan Organisasi dan Jata Kerfa Ditias.
Dinas Daerah, maka Susunan Organisdsi dan Tata Kérja
Dinas Kehutanan Propinsi Daérah lstimewa Aceh perlu di-
sesuaikan, serta menetapkan dalamsuaty Peraturan Daerah.

.II._'PuscxI demi Pasal :
T Pasal 18/d 13 : cu kwu.p J elas

Pasal 14 : Dengan berlakunya Peraturan Doerah ini,
: maka surat keputusan Gubernur Kepala
“Daerah [stimewa Aceh Nomor 128/1973
tanggal 2 Juli 1973 tentang Susunan Orga.
nisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Pro-
~ pinsi Daerah lstimewa Aceh dinyatakan

tidak berlaku lagi.

Pu-scd_ 15 s/d 16 VC vkup J”e |l as.






